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KATA PENGANTAR

“*% egala puji hanyalah milik Allah SWT yang telah

% memberikan Hidayah dan taufig-Nya kepada kita
semua sehingga dengan hal tersebut kami dapat
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2023 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban

publik Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe kepada seluruh stake ‘

holder yang berkepentingan. Selain itu penyusunan LKjIP ini

bentuk responsibilitas lembaga atas Instruksi Presiden Republik

Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 jo Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 serta DIKTUM
KETIGA Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja
(PK).

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan LKjiP ini masih terdapat banyak celah dan
kekurangan, oleh karena itu berbagai masukan, saran dan kritik dari semua pihak yang bersifat
membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Di masa mendatang Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe akan melakukan berbagai langkah
untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita
wujudkan bersama dapat tercapai dan pada akhirnya dapat menciptakan good governance di
lingkungan Direktorat Jenderal Peradilan Agama khususnya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua
dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Agama, Nusa dan Bangsa. Amin.

adf Suparman, S.H.I, M.H.
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EXECUTIVE SUMMARY

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe merupakan Badan Peradilan yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu
yang diaturdalam Undang-Undang. Kekuasaan kehakiman di Mahkamah Sya’iyah Lhokseumawe
dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai Pengadilan Tingkat
Banding.

Untuk itu, seluruh program kerja Mahkamah Syar’ivah Lhokseumawe didasarkan pada tujuan,
sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategi yang mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 — 2024, Indikator Kinerja Utama,
Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

Pada tahun 2023, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe mempunyai beberapa sasaran strategis
yang ingindicapai yaitu; peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan tertib adminsitrasi perkara,
peningkatan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum di bidang
peradilan, peningkatan pelayanan peradilan, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, peningkatan kualitas pegawai dan penyelesaian administrasi
pegawai, peningkatan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tupoksi Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe, serta peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksaaan tupoksi
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe.

Secara umum, sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe tahun 2023 dapat dicapai dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2022
dengan mendapatkan persentase 130,75%. Meskipun demikian masih terdapat beberapa hal yang
menjadi catatan bagi Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe untuk merealisasikan sasaran yangingin
dicapai. Berikut adalah matriks rekapitulasi realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis:

Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Pfarsente_lse perkara perdata agama yang 100 100% 100%
diselesaikan tepat waktu
Terwujudnya

Proses Persentase Perkara Jinayat yang
Diselesaikan Tepat Waktu

95% 100% 105%
Peradilan yang

Pasti, Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Banding

80% 98,33% 123%

Transparan dan
Akuntabel Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Persentase Perkara Anak yang
Diselesaikan dengan Diversi

Index Persepsi Pencari Keadilan Yang
Puas Terhadap Layanan Peradilan

90% 99,6% 110%

90% 100% 111%

90% 99,75% 110%

Peningkatan Persentase salinan putusan perkara perdata -
Efektivitas Agama yang disampaikan ke para pihak tepat s i it
waktu
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Pengelolaan

Persentase Salinan Putusan Perkara Jinayat

Penyelesai 00% 00%
X e yang disampaikan ke para pihak tepat waktu s . S
Perkara
Persentase Perkara yang Diselesaikan
Melalui Mediasi 10% 41% 410%
Meningkatnya Persentase Perkara Prodeo yang : 00%
Akses Peradilan | diselesaikan 3 . e
bagi Persentase perkara yang diselesaikan diluar
Masyarakat Gedung Pengadilan 2 3 g
Miskin dan
Terpinggrikan Persentase Pencari Keadilan Golongan 100% 100% 100%
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posyankum)
Meningkatnya
Kepatuhan Persentase Putusan Perkara Perdata Agama 90% 100% 111%
Terhadap Yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
Putusan
Pengadilan
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A. LATAR BELAKANG

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe sebagai salah satu badan peradilan pelaksana kekuasaan
kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama
Islam memiliki tugas pokok memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat
pertama di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris

3. Wasiat

4. Hibah

5. Ekonomi Syariah
6. Jinayat

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe sebagai salah satu ujung tombak lembaga peradilan
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama
islam diwilayah Kabupaten Kota Lhokseumawe. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mempunyai
wilayah hukum yang terdiri 4 kecamatan dan meliputi 69 Desa / Gampong.

Mahkamah = o = = = s
Syar’iyah ! /
Lhokseumawe

H

mempunyai

wilayah hukum
sama dengan
pemerintah Kota
Lhokseumawe,
yaitu terdiri dari
4 Kecamatan

yang meliputi 69
Desa/Gampong.

Pembinaan

teknis
Mahkamah
Syar’iyah baik
teknis  yustisial
maupun non yustisial (Organisasi, Administrasi dan Keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih
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sepenuhnya dari Departemen Agama Rl ke Mahkamah Agung RI. Hal ini berdasarkan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta
ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Rl Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi,
Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan

Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI, mengakibatkan perubahan-perubahan dengan
melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik dan dituntut untuk
menunjukkan kemampuan serta mewujudkan aparat yang profesional, efektif, efisien, transparan dan
akuntabel.

Setelah satu atapnya peradilan agama di bawah Mahkamah Agung RI, Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe telah melaksanakan berbagai program dan capaian antara lain:

e Program Reformasi Birokrasi yang berfokus pada penataan tata ruang yang steril dari |
interaksi aparat pengadilan dengan pihak pencari keadilan, perbaikan tata kerja, |
pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan dan pemanfaatan teknologi
informasi, transparansi informasi, peningkatan pelayanan publik dan meja informasi. |
Menyelesaikan perkara tidak lebih dari 5 bulan. |

e Melaksanakan keterbukaan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di
Pengadilan. ‘

Sebagai lembaga Pemerintah, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bertanggung jawab
melaksanakan tugas dan fungsinya kepada masyarakat/publik. Untuk itulah Mahkamah Syariyah
Lhokseumawe mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP), dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja selama 1 (satu) tahun
anggaran.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah
Syariyah Lhokseumawe sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah
Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat, sebagi berikut:

A
Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 undang-undang tersebut.
yaknidisebutikan bahwa. Peradilan Agama adalah salah satv petaku
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Isiam
mgempummmbmbahwamkmhagm.
kedodukan lembaga peradilan Agama sudah semakin kuvat dan sejajar
dengan lingkungan peradilan lainnya. Bahkan secara kelembagaan
peuﬁmagnm;uganungﬂampcﬁmmkﬁm&langgmm

llal ini sesvai dengan wundang-undang WNmor3 Tahun 2006
menyatakan bahwa: Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan
pengkhususan penga-ditan yang diatur denganundang-undang. Maksud
dari pasal tersebut adaiah adanuya pengadilan syariat Istam yang diatur
tersendiri dengan undang-undang. Dengan demikian. jelas bahwa status
dan keduvdokan peradilan agama pada masa reformasi ini sudah semakin
kuat. Begitv pula dengan kewenangan yang dimilikinya sudah semakin
bertambah dan lvas. Dari Sisi Status dan kedudukan pengaditan agama
tidak lagi dibedakan dengan badan peraditan lain yang ada di Indonesia.

i
>
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mberikan p

banding

Memberikan pelayanar

semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama { umum,

kepegawaian keuangan, k :

Memberikan pelayanan penye ! permo

pertolor n nk N harte ninggalan di I
-orang yang beragama islam
arkan hukum Islam

sian rukyat hilal, pelayanan riset/pence
penyuluhan hukum, n
entuan arah kiblat dan pene
sebagainya
Memberikan keterangan

C. STRUKTUR ORGANISASI g hukum Islam p stansi amr_arm:“;h;!:

daerah hukumnya, bila diminta s imana diatur
Tuntutan Reformasi Birokrasi telah dalam Pasal 52 Undang-unc 3 Tahun 2006
tentang Peradilan Agama.
membawa Lembaga Mahkamah Agung Rl untuk
melakukan penyesuaian termasuk

pengorganisasian pada empat lingkungan peradilan. Dengan memperhatikan Surat Persetujuan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2128/M.PANRB/6/2015
Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

STRUKTUR ORGANISASI
MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE KELAS 18

I AR

KFPALS SUR RAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN

KEPALA 5US BAGIAN
PERFNCANAAN, TI DAN
PELAPCRAN

KEPALE SUB BAGIAN
FRNTTERA WS04 E PEGAW MAN, ORGANISAS]

GUGATAN

\\Iﬂ-!-“ SHLMH

PANITIRA HRUSITA - JURUSITA
PENGGANTI PENGGANTY

PENGEMUD)
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Dengan adanya peraturan baru tersebut merubah struktur organisasi pada empat Peradilan,
termasuk pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Agama. Perubahan yang menonjol dengan
adanya peraturan baru ini adalah dipisahnya jabatan antara Panitera dan Sekretaris dan yang
sebelumnya dijabat rangkap oleh satu orang, dipisahkan menjadi dua orang yaitu seorang Panitera
dan seorang Sekretaris. Demikian juga dengan struktur dibawahnya mengalami perubahan terutama
pada struktur dibawah kesekretariatan.

Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015, seorang Panitera pada Mahkamah Syar’iyah Kelas
IB membawahi tiga panitera muda, yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Permohonan,
Panitera Muda Gugatan, dan Kelompok Fungsional Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan
pranata peradilan. Sedangkan seorang Sekretaris membawahi tiga sub bagian, yaitu Kasubbag
Kepegawaian,Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Perencanaan
Teknologi Informasi dan Pelaporan, dan Kelompok fungsional Analis Pengelolaan APBN, Pranata
Keuangan APBN.

Panitera dan Sekretaris bertanggung jawab kepada pimpinan pengadilan yaitu Ketua dan atau
Wakil Ketua Pengadilan. Ketua pengadilan selain sebagai pimpinan pengadilan juga sebagai
koordinator para Hakim Pengadilan yang mengatur Majelis Hakim dan pembagian perkara kepada
para Hakim.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe selama tahun 2022 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah
sebagai berikut:

s (BABI - Pendahuluan) Pada bab ini menggambarkan latar belakang hal - hal umum tentang
keadaan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, Tugas Pokok dan Fungsi serta Sistematika
Penyajian.

e (BAB Il - Perencanaan dan Penetapan Kinerja) Pada bab ini menggambarkan mengenai
Rencana Strategis dan Rencana Kinerja. Rencana Strategis meliputi tujuan dan sasaran,
program dan indikator kinerja yang dilaksanakan dalam pencapaian visi dan misi Mahkamah
Syar’iyah Lhokseumawe.

e (BAB Il - Akuntabilitas Kinerja) Pada bab ini menjelaskan tentang Realisasi Indikator Kinerja
Utama, Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 serta Analisis Akuntabilitas Kinerja di
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe.

e (BAB IV - Penutup) Pada bab ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan
Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Tahun 2023 dan saran yang
diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

e (Lampiran) Data-data pendukung Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar’iyah

Lhokseumawe.
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP}) Tahun 2023
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe

A. PERENCANAAN KINERJA
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 pemerintah

mempunyai prioritas dalam hal pembangunan di bidang hukum dan aparatur yang salah satunya
adalah tercapainya konsclidasi, penegakan supremasi hukum, dan penegakan hak asasi manusia serta
kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik.
Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pelayanan hukum yang diselaraskan dengan arah
kebijakan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia yang termuat dalam
Cetak Biru (Blue Print) Pembaharuan Peradilan Republik Indonesia 2010-2035. kemudian dirumuskan
Rencana Strategis Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe tahun 2020-2024 sebagai penjabaran atas visi
dan misi Mahkamah Agung yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program
dan kegiatan dalam konteks kewenangan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe.

Perumusan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaruan
yang dilakukan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur
dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam
merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam
pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan.

1) VISI DAN MiSI
Visi Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe mengacu pada Mahkamah Agung Rl adalah:

Visi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe tersebut
mempunyai makna sebagai berikut:

- Terwujudnya mengandung makna bahwa untuk mencapai sesuatu yang diinginkan
haruslah mempunyai usaha/effort yang penuh dengan integritas tinggi dan terencana.

- Adil bermakna profesionalitas yang menjunjung tinggi aturan perundangan tanpa
mengesampingkan moralitas hukum dan rasa keadilan.

- Berwibawa bermakna menjunjung tinggi kehormatan, berbudi pekerti yang luhur, dan
dekat serta mengayomi masyarakat.



Misi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, adalah sebagai berikut:

e Meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas aparat peradilan sebagai penegak hukum dan
keadilan yang profesional

e Meningkatkan manajemen lembaga peradilan yang moderen

e Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan

e Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai

e Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas lembaga peradilan

2) TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. Tujuan yang hendak dicapai Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe sebagai Penegak Hukum yang bersih
dan transparan, dengan menerapkan sistem peradilan yang cepat, tepat, biaya ringan dan
akuntabel.

- Mewujudkan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan.

- Mewujudkan reformasi birokrasi dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM), menerapkan disiplin dan budaya kerja di lingkungan Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe.

3) SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun
2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe adalah
sebagai berikut:

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

- Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas
antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020 - 2024 dapat
dideskripsikan sebagai berikut ini:
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Mewujudkan Mahkamah Terwujudnya Proses 1) Persentase perkara

Syar'iyah Lhokseumawe perdata agama yang

Sebagai penegak hukum Peradilan yang Pasti, diselesaikan tepat waktu

Yang bersih dan transparan | Transparan dan Akuntabel 2) Persentase perkara

dengan menerapkan linayat yang

sistem peradilan yang cepat, diselesaikan tepat waktu

tepat, biaya ringan dan 3) Persentase perkara yang tidak

akuntabel mengajukan upaya hukum
Banding

4) Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum
Kasasi

5) Persentase Perkara Anak yang
Diselesaikan dengan Diversi

6) Indeks persepsi responden

pencari keadilan yang puas
terhadap layanan peradilan

1) Persentase salinan putusan
perkara perdata agama
yang disampaikan ke para
pihak tepat waktu

2) Persentase Salinan Putusan
Perkara Jinayat yang
disampaikan ke para Pihak
tepat waktu

3) Persentase Perkara yang
Diselesaikan Melalui
Mediasi

Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

Meningkatnya Akses 1) Persentase Perkara Prodeo
Peradilan bagi Masyarakat yang diselesaikan

Miskin dan Terpinggirkan 2) Persentase perkara yang
diselesaikan diluar Gedung

Pengadilan

3) Keadilan golongan tertentu
yang mendapat Layanan
Bantuan Hukum
(POSYANKUM)

Meningkatnya Kepatuhan 1) Persentase putusan perkara

Terhadap Putusan Pengadilan perdata yang ditindaklanjuti
ataupun dieksekusi
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4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Terwujudnya Peradilan yang a. Persentase perkara Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu » Panitera » Laporan
pasti, Transparan dan perdata agama yang x 100% bulanan
Akuntabel diselesaikan tepat Jumlah perkara yang diselesaikan > Laporan

waktu Catatan: tahunan

e SEMA Nomor 2 Trahun 2014 tanggal 2014 Tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama
dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan
Peradilan.

e Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan
informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.

¢ Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah
perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun
(termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus
tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun
2014 pada Pengadilan Tk paling lambat 5 (lima) bulan.

+ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang
diputus dan diminutasi pada tahun berjalan




b.

Persentase perkara
Jinayat yang
diselesaikan tepat
waktu

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu
x 100%

Jumiah perkara yang diselesaikan
Catatan:

¢« SEMA Nomor 2 Trahun 2014 tanggal 2014 Tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama
dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan
Peradilan,

» Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan
informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP,

+ Jumiah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah
perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun

(termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus
tahun berjalan) herjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun
2014 pada Pengadilan Tk paling lambat & (lima) bulan.
Jumiah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang

diputus dan diminutasi pada tahun bealan

> Panitera

» Laporan
bulanan
» Laporan
tahunan

C.

Persenstase perkara
yang tidak mengajukan
Upaya Hukum Banding

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding o
. . x100%
Jumlah Perkara yang diselesaikan

Catatan:

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya
hukum banding,.

Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan

diminutasi pada tahun berjalan.

» Panitera

» Laporan
bulanan
> Laporan
tahunan




d. Persentase Perkara Jumlah Perkara yangtidak mengajukan upaya hukum kasasi +10 » PANITERA » Laporan
yang tidak mengajukan Jumlah Perkara yang diselesaikan bulanan
Upaya Kasasi ¥ Laporan

Catatan: Tahunan
e Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
kasasi adalah (perkara voluntair yang diputus dan
diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan
yang tidak diajukan upaya hukum kasasi,
Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara ytang diputus dan
diminutrasi pada tahun berjalan perkara volunsair.

e. Persentase Perkara Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara dengan Div| » PANITERA » Laporan
anak yang diselesaikan Jumlah Perkara Pidana Anak yang memenuhi syarat Diversi bulanan
dengan Diversi » Laporan

Catatan: Tahunan
Jumlah perkara pidana anak adalah jumlah perkara pidana anak
pada tahun berjalan yang diajukan secara Diversi.

f. Index Persepsi pencari Index Kepuasan Pencari Keadian » TIM » Laporan
keadilan yang puas SKM semesteran,
terhadap layanan Bulanan
peradilan Catatan: dan

Tahunan
» PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik.
Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM
Index harus > 80.
Peningkatan Efektivitas a. Persentase Salinan Jumiah salinan putusan yaug disampaikan tepat waktu s o0, » Panitera » Laporan
Pengelolaan Penyelesaian putusan perkara Jumlah Purusan bulanan dan
perdata agama yang laporan

disampaikan ke para




Perkara

pihak tepat waktu

Catatan:

SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan
dan Petikan Putusan.

Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu
adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai
ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan
menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling
lama 14 (empat belas) hari.

Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.

tahunan

b. Persentase Salinan Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu x100% Panitera Laporan
putusan perkara Jinayat Jumlah Putusan bulanan dan
yang disampaikan ke para| Catatan: laporan

¢ SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan
dan Petikan Putusan,

s Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu
adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai
ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan
menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling
lama 14 (empat belas) hari.

Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.

c. Persentase perkara Jumlah Perkara yang diselesaikan melalul Mediasi X 100% ¥ Panitera > Laporan

tahunan

yang diselesaikan
melalui mediasi,

Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi

Catatan:

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.

Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah
perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan
pencabutan dan berhasil dengan pencabutan dan berhasil
dengan akta perdamaian.

Jumlah perkara yang mediasi adalah jumlah perkara
perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan.
Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi
yang seluruhnya {meskipun otomatis = berhasil) supaya
tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan
dengan akta dan berhasil selurulnya.




Meningkatnya akses Peradilan
bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan.

a.

Persentase perkara
prodeoc yang
diselesaikan

Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan
x100%
jumlah Perkara yang diajukan Mediast

Catatan:

¢ PERMA Nomor | Tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Layana Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu
di Pengadilan.

e Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi

» Panitera

» Laporan
bulanan
dan

Laporan

tahunan




Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah
pembebasan biaya perkara.

¢ Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara
prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA
maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo
termasuk prodeo murni.

Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan
tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya peradilan,

b. Persentase Perkara yang
Diselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan

Jumlah Perkara yg Diselesaikan diluar Gedung
Pengadilan x 100
Jumlah Perkara yg diajukan Diselesaikan

diluar Gedung Pengadilan

Catatan:

* PERMA Nomor 1 Tahun 2014
PedomanPemberianLayanan Hukum Bagi
Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

* Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang
Diselesaikan diluar gedung Pengadilan
(zettingplaatz, sidang keliling maupun gedung-
gedung lainnya).

+ Bagi satker yang tidak ada sidang diluar gedung
pengadilan tidak perlu

Mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.

Panitera

» Laporan
bulanan
dan

Laporan
tahunan




Persentase Pencari
Keadilan golongan
tertentu yang mendapat
layanan bantuan
hokum (Posbakum).

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan
Layanan Bantuan Hukum
Jumlah permohonan layanan hukum

Catatan:

¢ PERMA N Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak
Mampu di Pengadilan.

+ Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok
orang yang tidak mampu secara ckonomi dan atau tidak

memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang
memerlukan layanan hukum.

e Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan
vang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari
keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan
layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum)

¢ Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang
tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu
membayar jasa pengacara.

Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu
mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.

Panitera

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan




Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan Pengadilan

Persentase putusan
perkara perdata
yang ditindaklanjuti
{Eksekusi)

Jumlah putusan perkara perdata yang ditindakanjuti
{dieksekusi)
Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan
permohonan eksekusi

x100%

Catatan:

o BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

¢  Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan
eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah
inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan
eksekusi.

Panitera

Laporan
bulanan

Laporan
tahunan




URAIAN
Terwujudnya

TUJUAN

INDIKATOR
Persentase perkara

TARGET
2024

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

TAHUN 2024

SASARAN TARGET

INDIKATOR
URAIAN KINERJA

Terwujudnya Persentase perkara Program

2025 PROGRAM

KEGIATAN
Peningkatan

STRATEGIS

INDIKATOR
KEGIATAN

TARGET

Peradilan yang perdata agama yang Proses perdata agama Peningkatan | Manajemen
pasti, diselesaikan tepat Peradilan yang yang diselesaikan Manajemen | Peradilan -
Transparan dan waktu Sederhana, tepatwaktu Pengadilan Agama Persentase perkara
Akuntabel 90% | Cepat, Biaya W% | 0% | 100%| \oma perdata agama yang pkr
Ringan, diselesalkan tepat
Transparan dan wakiu
Akuntabel
Persentase perkara jinayat Persentase Persentase perkara .
yang diselesalkan tepat perkara Jinayat Jinayat yang 00
waktu 95 % yang diselesaikan %% % "% diselesaikan tepat waktu pkr
tepat waktu
Persentase Perkara yang Persentase Persentase Perkara
Tidak Mengajukan Upaya Perkara yang Tidak yang Tidak Mengajukan 558
Hukum Banding 85 % Mengajukan Upaya % 0% | % Upaya Hukum Banding pkr
Hukum Banding
Persentase Perkara Yang Persentase Perkara Persentase Perkara
Tidak Mengajukan Upaya Yang Tidak Yang Tidak
Hukum Kasas| 90 % Mengajukan Upaya 90 % 9% S % Mengajukan Upaya B:f
Hukum Kasas! Hukum Kasasl P
Persentase Perkara Anak 0% Persentase Perkara 0% 0% 0% 0
yang Diselesaikan dengan Anak yang pkr
Diversi Diselesaikan
dengan Diversi
Index Persepsi Pencari 90 % Index Persepsi 90 % 98 % 98 % Index Persepsi Kapuasan
Keadilan Yang Puas Pencari Keadilan Pencari Keadilan Yang
Terhadap Layanan Yang Puas Puas Terhadap mencapai
Peradilan Terhadap Layanan Layanan Peradilan 98%
Peradilan
Peningkatan Persentase Salinan Peningkatan Persentase Salinan Program Peningkatan Persentase Salinan
Efektivitas Putusan Perkara Efektivitas Putusan Perkara Peningkatan | Manajemen Putusan Perkara
Pengelolaan Perdata Agama yang 95 % Pengelolaan Perdata Agama 95 % 95 % 95 Manajemen Peradilan Perdata Agama yang 600
Penyelesaian disampaikan ke para Penyelesaian yang disampaikan Pengadilan Agama disampaikan ke para
Perkara Pihak tepat waktu Perkara ke para Pihak tepat Agama Pihak tepat waktu pkr
waktu
Persentase Salinan Persentase Salinan Persentase Salinan
Putusan Perkara Putusan Perkara Putusan Perkara
Jinayat yang 95 % Jinayat yang 9% W% | M8% Jinayat yang 322
disampaikan ke para disampaikan ke para disampaikan ke para P
Pihak tepat waktu Pihak tepat waktu Pihak tepat waktu
Persentase perkara Persentase perkara Persentase perkara
yang diselesaikan 10 % yang diselesaikan 10 % 10 % 10 % yang diselesaikan 10%
melalui mediasi. melalui mediasi. melalui mediasi. berhasil
minimal
Meningkatnya Persentase perkara Meningkatnya Persentase perkara Program Peningkatan Persentase perkara
akses Peradilan prodeo yang akses Peradilan | prodeo yang Peningkatan | Manajemen prodeo yang 21.000.000
bagi Masyarakat | diselesaikan 98 % bagi Masyarakat | diselesaikan 98 % 98 % 100 % | Manajemen Peradilan diselesaikan 60 i &
Miskin dan Miskin dan Pengadilan Agama
Terpinggirkan. Terpinggirkan. Agama pkr
Persentase Perkara Persentase Perkara Persentase Perkara
yang Diselesaikan di = yang Diselesaikan - yang Diselesaikan di
Luar Gedung L di Luar Gedung M % % Luar Gedung SR
Pengadilan Pengadilan Pengadilan




Persentase pengari
keadilan golongan

Persentase pencari
keadilan galongan

Persantase pencari
keadilan golongan

30.000.000

tertentu yang mendapat 100 % tertentu yang 100 % 1009% | 100 % tertentu yang mendapat 450 i

layanan bantuan hukum mendapatiayanan layanan banfuan hukum

(Posyankum ) bantuan hukum ( Posbakum )

( Posyankum )
Meningkatnya Persentase putusan 80 % Meningkatnya Persentase putusan 90 % 90 100 % [Program Peningkatan Persentase putusan 1
kepatuhan lerhadap| perkara perdata yang kepatuhan perkara perdata Peningkatan Manajemen perkara perdata yang
putusan Pengadilan ditindak!anjuti techadap putusan |  yangditindaklanjuti Manajemen Peradilan ditindaktanjuti
(Eksekusl) Pengadilan {Eksekusi) Pengadilan Agama {Eksekusi)

Agama




C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk

mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapkan Kinerja dibuat berdasarkan pada
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun tujuan adanya Penetapan Kinerja
antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud
nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja
sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan atau
sangsi.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan
kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Penetapan Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis
(Renstra) 2020 — 2024 Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe

PENETAPAN KINERJA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE TAHUN 2023

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
1  Terwujudnya Proses Peradilan yang  Persentase perkara perdata agama 100 %
Pasti, Transparan dan Akuntabel yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara jinayat yang 95 %
diselesaikan tepat waktu
Persentase perkara yang tidak 80 %
mengajukan upaya hukum banding
Persentase perkara yang tidak 90 %

mengajukan upaya hukum kasasi

Persentase Perkara Anak yang 90%
Diselesaikan dengan Diversi

Index Persepsi Pencari Keadilan Yang 90%
Puas Terhadap Layanan Peradilan

2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan  Persentase salinan putusan 100 %
Penyelesaian Perkara perkara perdata agama yang
disampaikan ke para pihak tepat
waktu
Persentase salinan putusan 100 %
perkara Jinayat yang
disampaikan ke para pihak tepat
waktu
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Persentase Perkara yang 10%
Diselesaikan Melalui Mediasi

3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi  Persentase Perkara Prodeo yang 100%
Masyarakat Miskin dan diselesaikan
Terpinggirkan Persentase perkara yang 100%
diselesaikan diluar Gedung
Pengadilan
Persentase pencari keadilan 100%

golongan tertentu yang mendapat
Layanan Bantuan Hukum

(POSYANKUM)
4  Meningkatnya Kepatuhan Terhadap  Persentase putusan perkara perdata 90%
Putusan Pengadilan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023
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AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang
tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses
sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai
kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment,
melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe tahun 2023, dilakukan
dengan caramembandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan
realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Alhamdulillah,
Secara umum pencapaian target kinerja berhasil tercapai dalam tahun 2023 ini. Rincian tingkat
capaian kinerja masing - masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

1 | TerwujudnyaProses | Persentase perkara
Peradilan yang Pasti, | perdata agama yang
diselesaikan tepat waktu
Transparan dan Persentase perkara
Akuntabel jinayat yang diselesaikan 95% 100% 105%
tepat waktu

100% 100% 100%

Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya 80% 98% 122%
hukum Banding
Persentase perkara yang
tidak mengajukan

upaya hukum kasasi

90% 99% 110%

Persentase Perkara Anak 90% 0% 0%
yang Diselesaikan dengan
Diversi

Index Persepsi Pencari 90% 99,75% 110%
Keadilan Yang Puas
Terhadap Layanan
Peradilan
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Peningkatan

Persentase salinan

Efektivitas putusan perkara 100% 100% 100%
Pengelolaan perdata agama yang
disampaikan ke para
pihak tepat waktu
Penyelesaian Persentase salinan
Perkara putusan perkara Jinayat 100% 100% 100%
yang disampaikan ke
para pihak tepat waktu
Persentase perkara yang 10% 41% 410%
diselesaikan melalui
mediasi
Meningkatnya Akses | Persentase Perkara
Peradilan bagi Prodeo yang diselesaikan e A0 i
:;:?2:::;;5::1“ Pfersent?se perkara yang
diselesaikan diluar 100% 100% 100%
Gedung Pengadilan
Persentase pencari
keadilan golongan
tertentu yang mendapat 100% 100% 100%
Layanan Bantuan Hukum
(POSYANKUM)
Meningkatnya Persentase putusan
Kepatuhan perkara perdata yang
Terhadap Putusan ditindaklanjuti 2 e SN AN
Pengadilan (dieksekusi)

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe
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Perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan capaian-capaian kinerja Tahun 2022 dapat dilihat
pada tabel berikut ini:

No. Sasaran Strategis

Terwujudnya
Proses Peradilan
yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

Indikator Kinerja Utama

Persentase perkara
perdata agama yang
diselesaikan tepat waktu

Capaian

2022

105%

100%

Perbandingan
Naik/(turun)

Turun 5%

t’ersentase perkara
inayat yang diselesaikan
waktu

111%

105%

Turun 6%

Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum banding

130%

122%

Turun 8%

Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum Kasasi

110%

110%

Tetap

Persentase Perkara Anak|
yang diiselesaikan dengan
Diversi

Tetap

Indeks persepsi pencari
eadilan yang puas
erhadap layanan|
eradilan

108%

110%

Naik 2%

2 | Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

ersentase salinan
utusan perkara perdata
gama yang disampaikan
e para pihak tepat waktu

125%

100%

Turun 25%

ersentase salinan
utusan perkara lJinayat]
ang disampaikan ke para
pihak tepat waktu

125%

100%

Turun 25%

Persentase perkara yana
diselesaikan melalu
mediasi

260%

410%

Naik 150%

3 | Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

Persentase Perkaral
Prodeo yang diselesaikan

100%

100%

Tetap

Persentase perkara yang
diselesaikan diluar Gedung
Pengadilan

100%

100%

Tetap

Persentase pencari
lkeadilan golongan|
tertentu yang mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(POSYANKUM)

100%

100%

Tetap

4 | Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap Putusan
Pengadilan

Persentase putusan
perkara perdata vyang
ditindaklanjuti
(dieksekusi)

100%

111%

Naik 11%

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe
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Dari tabel perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 dapat digambarkan capaian secara
keseluruhan indikator sebagai berikut:

Keterangan  Jumlah capaian kinerja berdasarkan
indikator

Naik Turun Tetap

3 Indikator | 5 Indikator | 5 Indikator
Total 13 Indikator

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa capaian kinerja Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe
pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 3 indikator kinerja dari 13 indikator kinerja yang
ditetapkan dengan kisaran kenaikan 1% sampai dengan 150% dan capaian tetap (sama) dengan tahun
2022 sebanyak 5 (lima) indikator kinerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan.

Hingga akhir tahun 2023 Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe teiah melaksanakan semua
kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dari seluruh kegiatan kemudian dianalisa tingkat
keberhasilan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS (1) - TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN
AKUNTABEL

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

Terwujudnya Proses | Persentase perkara

Peradilan yang perdata agama yang

Pasti, Transparan diselesaikan te:;t waktu
Persentase perkara Jinayat

dan Akuntabel

yangdiselesaikan tepat waktu 95%% 100% 105%

100% 100% 100%

Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum 98% 122%
Banding

Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum 90%
Kasasi

Persentase Perkara Anak yang 90% 0% 0%
diiselesaikan dengan Diversi

99% 110%

Indeks persepsi pencari keadilan 90% 99,75% 110%
yang puas terhadap layanan
peradilan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Persentase Perkara perdata agama yang Diselesaikan Tepat Waktu
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan berdasakan SEMA
Nomor 2 Tahun 2014. Dalam SEMA tersebut disebutkan bahwa proses pemeriksaan perkara
mulai dari perkara diterima hingga putus untuk pengadilan tingkat pertama selambat-
lambatnya adalah 5 bulan. Pengukuran yang digunakan dalam Indikator ini adalah
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perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara
yang ada. Tingkat capaian pada tahun 2023 sebesar 100% mampu mencapai target sebesar
100% adalah 466 perkara, Capaian pada indikator ini didapatkan dengan adanya kerjasamayang
sinergis pada seluruh hakim dan pegawai kepaniteraan dan kedisiplinan mengikuti SOP yang
sudah ditetapkan. Berikut data perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021
sampai dengan 2023.

Menurut data perkara tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat disajikan perbandingan
persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu sebagai berikut

Persentase perkar
perdata agama yang
diselesaikan tepat waktu

Naik
3%
sejak
dari
Tahun
2021

Berdasarkan data perbandingan capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan

tepat waktu pada tahun 2023 maka terjadi peningkatan kinerja penyelesaian perkara tepat

waktu sebesar 3% dari tahun 2021 yaitu 97%.

Perkembangan grafik kinerja penyelesaian perkara tiap tahunnya dapat tergambar pada grafik

berikut ini:

Persentase Perkara perdata agama yang

Diselesaikan Tepat Waktu

101%
100%
100%
99%
99%
98%
98%
97%
97%
96%
96%

®2021 ®m2022 ®2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe




b) Persentase Perkara perdata Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan berdasakan SEMA
Nomor 2 Tahun 2014. Dalam SEMA tersebut disebutkan bahwa proses pemeriksaan perkara
mulai dari perkara diterima hingga putus untuk pengadilan tingkat pertama selambat-
lambatnya adalah 5 bulan. Pengukuran yang digunakan dalam indikator ini adalah
perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara
yang ada. Tingkat capaian pada tahun 2023 sebesar 105% mampu mencapai target sebesar
105% adalah 14 perkara dengan keseluruhan perkara dari sisa perkara tahun 2022 sebanyak 2
perkara, Capaian pada indikator ini didapatkan dengan adanya kerjasamayang sinergis pada
seluruh hakim dan pegawai kepaniteraan dan kedisiplinan mengikuti SOP yang sudah
ditetapkan. Berikut data perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 sampai
dengan 2023.

Menurut data perkara tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat disajikan perbandingan
persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu sebagai berikut

" Persentase perkara 100% 100% | 105% |  Naik

perdata agama yang 5%
diselesaikan tepat waktu sejak
dari
Tahun
2021

Berdasarkan data perbandingan capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan
tepat waktu pada tahun 2023 maka terjadi peningkatan kinerja penyelesaian perkara tepat
waktu sebesar 5% dari tahun 2021 yaitu 100%.

Perkembangan grafik kinerja penyelesaian perkara tiap tahunnya dapat tergambar pada grafik

berikut ini:

Persentase Perkara perdata Jinayat yang
Diselesaikan Tepat Waktu

106%
105%
104%
103%
102%
101%
100%

98%
97%

m 2021 = 2022 w2023
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c) Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

indikator ini adalah indikator yang menggambarkan tingkat kepuasan pencari keadilan
terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Selain itu, juga menggambarkan
tingkat kesadaran hukum para pencari keadilan atas upaya hukum yang ditempuh. Hasil
capaian indikator ini diperoleh dari perbandingan antara perkara yang putus dengan perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum. Data dukung capaian indikator ini bersumber dari
laporan data perkara.

Perkarayang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023 sebanyak 471 perkara
atau 98%, dari total 479 perkara yang diputus, sehingga mencerminkan kepuasan dan
keyakinan masyarakat terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. Pada indikator
ini capaiannya mampu melampaui target sebesar 122%. Berikut data perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2021 sampai dengan 2023:

2021 | 634 17

2022 619 15
2023 479 8

Dari tabel diatas diperoleh perbandingan realisasi indikator kinerja ini pada tahun-tahun
sebelumnya sebagai berikut:

Persentase Perkara yang
tidak Mengajukan Upaya 90% 97,6% 122% 24,4%
Hukum Banding

Perkembangan grafik kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Banding tiap tahunnya dapat tergambar pada grafik berikut ini :

Persentase Perkara yang tidak Mengajukan
Upaya Hukum Banding

20%

2021 m2022 = 2023
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d) Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini adalah indikator yang menggambarkan tingkat kepuasan pencari keadilan
terhadap putusan Mahkamah Syariyah Lhokseumawe. Selain itu, juga menggambarkan
tingkat kesadaran hukum para pencari keadilan atas upaya hukum yang ditempuh. Hasil
capaian indikator ini diperoleh dari perbandingan antara perkara yang putus dengan perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum. Data dukung capaian indikator ini bersumber dari
laporan data perkara.

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2023 sebanyak 477 perkara atau
99%, dari total 479 perkara yang diputus, sehingga mencerminkan kepuasan dan keyakinan
masyarakat terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. Pada indikator ini
capaiannya mampu melampaui target sebesar 110%. Berikut data perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2021 sampai dengan 2023:

2021 634 4
2022 619 5
2023 479 2

Dari tabel diatas diperoleh perbandingan realisasi indikator kinerja ini pada tahun-tahun
sebelumnya sebagai berikut:

Persentase Perkara yang '
tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

Perkembangan grafik kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
tiap tahunnya dapat tergambar pada grafik berikut ini :

Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

20%

0%

=2021 ®m2022 =2023
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e) Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan
Diversi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tahun 2023 mencapai nilai 0 karena
selama tahun 2023 belum adanya perkara anak yang diselesaikaikan dengan Diversi.
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f) Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator ini menggambarkan Indeks Kepuasan Masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan
publik di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, indeks kepuasan pencari keadilan diperoleh dari
perbandingan realisasi jumlah persepsi pencari keadilan survey yang puas terhadap layanan
peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan. Survey ini dilakukan pada tahun 2023,
responden tersebut diukur menggunakan metode kuesioner online melalui aplikasi inovasi
berbasis Android APP.Lhokseumawe.go.id dan dilakukan perhitungan serta pelaporan tiap
triwulan. Dari survey tersebut didapatkan tingkat capaian indikator kinerja Indeks responden
pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2023 mencapai 99,75%.
Hasil ini melampaui target yang telah dicanangkan yaitu sebesar 90%, dan juga melampaui
capaian tahun sebelumnya yaitu 97,8%. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan oleh Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe terus
mengalami peningkatan yang positif dikarenakan komitmen Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe yang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengutamakan
kemudahan dan kenyamanan para pengunjung, khususnya pihak beperkara. Berikut adalah
tabel perbandingan realisasi indikator kinerja ini pada tahun-tahun sebelumnya:

Indeks Persepsi Pencari
Keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan

Indeks kepuasan masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, berdasarkan peraturan tersebut ditentukan unsur-
unsur yang terkandung dalam survey terdiri dari 9 (Sembilan) unsur pelayanan . Adapun nilai
masing-masing unsur pada triwulan IV Tahun 2022 antara lain:

1 Kesesuaian persyaratan pelayanan 3,89 97,18

2 Kemudahan prosedur pelayanan 3,95 98,79
3 ;z:::y;:;t:: waktu dalam memberikan 392 98,98
4 Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan 3,95 98,79
5 Kesesuaian produk pelayanan 3,82 96,56
6 Kompetensi/kemampuan petugas 3,90 97,58
7 Perilaku petugas pelayanan 3,90 97,58
8 Kualitas sarana dan prasarana 3,84 95,97
9 ;ir::l;ianan pengaduan pengguna 3,87 96,77
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Perkembangan grafik kinerja Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan
peradilan tiap tahunnya dapat tergambar pada grafik berikut ini

120%

100%

80%

60%

40%

SASARAN STRATEGIS (2) - PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran Strategis
Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

layanan peradilan

=2021 m2022

Indikator Kinerja Utama

Persentase salinan putusan
perkara perdata agama vyang
disampaikan ke para pihak tepat
waktu

%2023

Target
100%

Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap

Realisasi
100%

Capaian
100%

Persentase salinan putusan
perkara Jinayat yang
disampaikan ke para pihak tepat
waktu

100%

100%

100%

Persentase perkara yang
diselesaikan melalui mediasi

10%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Persentase salinan putusan perkara perdata agama yang disampaikan ke para pihak tepat

waktu

Formulasi perhitungan capaian Indikator isi putusan oleh para pihak tepat waktu adalah dari
perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.
Tingkat capaian indikator kinerja Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat
waktu pada tahun 2023 telah memenuhi target sebesar 100%, dimana jumlah perkara yang
diputus sebanyak 466 dan semuanya diterima para pihak secara tepat waktu. Hal ini sesuai
dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya dan menunjukkan bahwa Mahkamah
Syar’iyah Lhokseumawe memiliki kinerja yang stabil. Berikut adalah tabel perbandingan

realisasi indikator kinerja ini pada tahun-tahun sebelumnya:
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Persentase salinan putusan
perkara perdata agama yang 100% 100% 100% -
disampaikan ke para

pihak tepat waktu

Perkembangan grafik kinerja persentase Salinan putusan perkara perdata agama yang
disampaikan ke para pihak tiap tahunnya stabil 100%, berikut grafiknya :

Persentase salinan putusan perkara
perdata agama yang disampaikan ke para
pihak tepat waktu

120%
100%
80%
60%
40%

20%

0%

=2021 ®2022 ®2023

b) Persentase salinan putusan perkara Jinayat yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Formulasi perhitungan capaian Indikator isi putusan oleh para pihak tepat waktu adalah dari
perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.
Tingkat capaian indikator kinerja Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat
waktu pada tahun 2023 telah memenubhi target sebesar 100%, dimana jumlah perkara yang
diputus sebanyak 14 dan semuanya diterima para pihak secara tepat waktu. Hal ini sesuai
dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya dan menunjukkan bahwa Mahkamah
Syar'iyah Lhokseumawe memiliki kinerja yang stabil. Berikut adalah tabel perbandingan
realisasi indikator kinerja ini pada tahun-tahun sebelumnya:

Persentase salinan putusan perkara perdata agama yang
disampaikan ke para pihak tepat waktu

200%

- . .
0%

= 2021 ®2022 w2023
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c) Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat dan efektif yang dapat
membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang
memuaskan serta berkeadilan. Mediasi adalah salah satu elemen pendukung Reformasi
Birokrasi Mahkamah Agung untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan
sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana cepat dan berbiaya
ringan.

Dari semua perkara yang diterima pada tahun 2023, yang dapat dimediasi sejumlah 64
perkara. Dari 64 perkara tersebut, sebanyak 23 perkara berhasil dimediasi, sedangkan 39
perkara gagal dan 2 tidak dapatt dilaksanakan. Jadi pada tahun 2023 Tingkat keberhasilan
mediasi di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe mencapai 41%, jauh melampaui target
sekaligus naik 15% dibanding capaian tahun sebelumnya dengan nilai 26%. Hal ini dikarenakan
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memperketat standar kompetensi dalam menseleksi
mediator yang akan bekerjasama. Disisi lain kenaikan yang sangat signifikan ini apabila
berturut-turut naik signifikan dapat dijadikan pertimbangan untuk menaikkan target kinerja
tahun depan. Berikutadalah tabel perbandingan realisasi indikator kinerja ini pada tahun-
tahun sebelumnya:

Persentase perkara yang
diselesaikan melalui mediasi

Perkembangan grafik kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui media tergambar
sebagai berikut:

Chart Title

45%

35%
30%
25%
20%
15%
10%

5%

0%

H 2021 ®m2022 =2023
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SASARAN STRATEGIS (3) - MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN

Sasaran Strategis

TERPINGGIRKAN

Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

Capaian

Meningkatnya Akses
Peradilan bagi
Masyarakat Miskin
dan Terpinggirkan

Persentase Perkara Prodeo yang
diselesaikan

100%

100%

100%

Persentase perkara yang
diselesaikan diluar Gedung
Pengadilan

100%

100%

100%

Persentase pencari keadilan
golongan tertentu yang mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(POSYANKUM)

100%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

100%

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun
2023 mencapai 100%, yaitu terdiri dari 60 perkara dengan pagu DIPA sebesar Rp 21.000.000,.
Capaian ini konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Indikator ini menampilkan data
perkara yang dinyatakan prodeo yang dapat diselesaikan oleh Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe. Indikator ini juga menggambarkan bahwa masyarakat pencari keadilan yang

tidak berkemampuan secara finansial dapat berperkara secara cuma-cuma di Mahkamah
Syar'iyah Lhokseumawe. Data laporan penyelesaian perkara prodeo pada Mahkamah
Syar'iyah Lhokseumawe tiga tahunterakhir dapat dilihat dari tabel berikut

perkara prodeo

yang
[ diselesaikan

Adapun grafik perbandingan capaian persentase pefkara prodeo tiap tahuﬁ selama 3 (tiga)
tahun sebagai berikut:

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
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100%
80%
60%
40%
20%

0%

= 2021 m2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe

2023



b) Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Sidang Keliling adalah sidang Pengadilan yang dilaksanakan diluar gedung Pengadilan yang
diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang di kantor Pengadilan
karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada tahun
2023 mendapatkan alokasi pagu anggaran untuk Sidang Keliling sebesar Rp 23.150.000,-
(Sepuluh juta rupiah). Pagu alokasi DIPA ini dapat terserap 100%, sesuai dengan target capaian.
Berikut adalah tabel perbandingan realisasi indikator kinerja ini pada tahun-tahun
sebelumnya:

Persentase perkara yang
diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan

Adapun grafik perbandingan capaian Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung
Pengadilan sebagai berikut :

Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung
Pengadilan
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c) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum
(POSYANKUM)
Berdasarkan DIPA tahun 2023 Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe mendapat alokasi dana
Posyankum sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). Pelayanan Posyankum sebanyak
12 (duabelas) bulan dengan jumlah Jam Layanan sebanyak 406 jam. Alokasi dana Posyankum

pada tahun 2023 dapat terserap 100%.Berikut adalah tabel perbandingan realisasi indikator
kinerja ini pada tahun-tahun sebelumnya:

Persentase pencari keadilan
golongan tertentu yang
mendapat layanan Bantuan
Hukum (POSBAKUM)

Adapun grafik perbandingan capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang
mendapatkan layanan POSBAKUM tiap tahun selama 3 (tiga) tahun sebagai berikut:

Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (POSYANKUM)
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SASARAN STRATEGIS (4) - MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran Strategis Realisasi

Meningkatnya

Indikator Kinerja Utama Target Capaian

Persentase putusan perkara

Kepatuhan o T

Terhadap Putusan pe.rdata yang ditindaklanjuti 111%
; (dieksekusi)

Pengadilan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklajuti (eksekusi) adalah jumlah
perbandingan jumlah putusan perkara perdata yang sudah ditindaklanjuti dengan jumlah
putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pada indikator ini capaian
sebesar 111% yaitu dari target 90%.

Jumlah perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)

Tahun 2023 sebanyak 1 perkara dan berhasil dieksekusi sebanyak 1 perkara .

Berikut adalah tabel perbandingan realisasi indikator kinerja ini pada tahun-tahunsebelumnya:

Persentase putusan perkara
perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi)

Adapun grafik perbandingan capaian Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi) tiap tahun selama 3 (tiga) tahun sebagai berikut:

Chart Title
112%
110%
108%
106%
104%

102%

98%

96%

94%

m2021 ®2022 = 2023
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B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka melaksanakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pengelolaan keuangan
di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Uandang No. 17
tahun 2003tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara dan PER-11/PB/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran
Pendapatan. Keuangan Negara yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe terdiri dari 2 (dua) DIPA yaitu:

e DIPA 01 - Badan Urusan Administrasi (BUA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA 01) Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 3.856.629.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus
dua puluh sembilan ribu rupiah), yang meliputi:

DIPA O]

Badan Urusan Administrasi (BuA)

3.852.504.096 99.89 2%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran DIPA 01 Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe pada tahun 2023 terserap sebanyak Rp 3.852.504.096, - atau 99,89% dari total pagu
sebesar Rp 3.856.629.000,-.

e DIPA 04 — Badan Peradilan Agama (BADILAG)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA 04) Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dengan pagu
anggaransebesar Rp 76.850.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

DIPA 04

Badan Peradilan Agama (BADILAG)

Rp 76.850.000 Rp 76.670.000 93.77 %

Pagu DIPA 04 ini digunakan antara lain untuk membiayai program administrasi perkara jinayat,
pembebasan biaya perkara (Prodeo), POSYANKUM, dan pelaksanaan sidang keliling.Pada tahun
2023 terlihat bahwa realisasi anggaran DIPA 04 sebesar Rp 76.670.000,- atau 93,77% dari total
pagu sebesar Rp 76.850.000,-
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PENUTUP

A. KESIMPULAN

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Kelas | B yang
diuraikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah merupakan kerja keras dari
semua unsuryang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta
seluruh staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai sasaran strategis yang telah
ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan wujud Tranparansi dan Akuntabilitas
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban
yang diembannya.

Dengan menganalisa kinerja Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Tahun 2023 maka diharapkan
adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sebagai institusi yang
berwibawadan bisa memberikan rasa keadilan bagi masayakarat pencari keadilan.

Pada tahun 2023, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe menetapkan 13 indikator yang dicanangkan
dan terdapat 3 (tiga) indikator kinerja mengalami kenaikan dari tahun 2022, sedangkan 5 (lima)
indikator kinerja sama dengan tahun 2022. Meskipun demikian, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe
tetap berkomitmen untuk melakukan evaluasi kinerja, dengan melakukan perbaikan dan peningkatan
kualitas pelayanan secara terus menerus (kontinyu). Hal tersebut dapat didapatkan salah satunya
dengan menciptakan inovasi-inovasi standar operasional pelayanan yang baru yang berorientasi
kepada kepentingan para stakeholder, sekaligus memenuhi target indikator pada tahun 2024
mendatang.

Dari sisi anggaran, tingkat realisasi DIPA 01 sebesar 99,89% dan DIPA 04 sebesar 93,77% konsisten
mendekati 100% seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

B. SARAN

Untuk menunjang tercapainya kinerja aparatur Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe diperiukan
daya dukung yangkuat baik moril maupun materil. Oleh karena itu salah satu daya dukung yang sangat
penting adalah tersedianya Sumber Daya Manusia yang kompeten, profesional, anggaran yang cukup
dan sarana prasarana yang memadai, maka sebagai saran dan masukan untuk menuju perubahan dan
pembaharuan, kami sampaikan saran sebagai berikut:

¢ Untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat sangat diperlukan peningkatan ketrampilan
dan kemampuan, melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan serta evaluasi
berkala oleh pimpinan terhadap hasil kerja setiap pegawai di Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe.

e Mahkamah Agung Rl dapat memberikan tambahan alokasi anggaran untuk sarana dan
prasarana dalam menunjang tugas pokok dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
pencari keadilan.
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SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAWMAH SYAR'TYAH LHOKSEUWIAWE

Menimbang

Mengingat

Nomor : W1-A5/ JOT.01.2/1/2024

TENTANG

TiM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
MAHKANMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

TAHUN 2024

KETUA MAHKANMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4

—

10.

11.

peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah
Syar'iyah Lhokseumawe, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja
Utama( IKU ) Mahkamah Syariyah Lhokseumawe;

Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Rencana Strategis
Mahkamah Syariyah Lhokseumawe tahun 2015-2019, maka
periu disusun kembali Indikator Kinerja Utama Mahkamah
Syar'iyah Lhokseumawe sebagai bagian dari Rencana Strategis
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe tahun 2020-2024;

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara ;

Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985;
Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014;
Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand
Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomar 29 tahun 1999 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung R.1.;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung R.1.;



12.1 nstruksi  Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;

13.1 nstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14.K eputusan Kepala Lembaga Admnistrasi Negara Nomor
239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah,;

15.P eraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum, Penetapan
Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

16.K eputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.l. Nomor
005/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah
Agung R.L;

17.P ermen PAN dan RB Nomor 20 tahun 2008 tentang
Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

18.C etak Biru Mahkamah Agung R.1. tahun 2010-2035

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014 tanggal 13 Maret
2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding pada empat Lingkungan
Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE
TENTANG TIM REVIU INDIKATOR  KINERJA UTAMA
MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

Pertama : Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran surat ini
sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah
Syariyah Lhokseumawe dan untuk dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab;

Kedua : Melaporkan hasil reviu IKU dan selanjutnya untuk ditetapkan
sebagai IKU Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2024;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan
disempurnakan kembali sebagaimana mestinya, apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Surat Keputusan ini.

AIP. 197606062005021001



Tanggal

Lampiran I
Nomor

Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

W1-A5/ /OT.01.2/1/2024
2 Januari 2024

No Nama Jabatan Jabatan Dalam Tim

1 2 3 4

1. | Yedi Suparman, S.H.l., M.H. Ketua Pembina

2. | Amrin Salim, S.Ag., M.A. Wakil Ketua Ketua

3. | Hadatul Ulya, S.H.I. Hakim Wakil

5. | Fauzi, S.Ag Panitera Anggota

6. | Yarvis Luthfi, S.H. Sekretaris Anggota

8. | Muhammad Igbal, S.H.I. Panmud Hukum Anggota

. Kasub Bag Kepegawaian
10. | Amirul Hag, S.H.1. 8 Ortala Anggota
’ Kasub Bag Umum &

11. | Roslia, S.H Keuangan Anggota
Ikhsan, ST Kasub Bag. Perencanaan,

12. Tl dan Anggota

Pelaporan
13 | A. Renaldy Firnanda, S.1.P. Analis Perencanaan Anggota

Evaluasi dan Pelaporan

& - :‘_\l

Ditetapkan di Lhokseumawe
Y tanggal 2 Januari 2024

. 197606062005021001




Lampiran i : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syariyah Lhokseumawe

Nomor © W1-A5/ /0OT.01.2/7/2024
Tanggal o 2 Januari 2024

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM REVIU INDIKATOR KINERJA
UTAMA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE TAHUN 2020-2024

1. Merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan
pelaksanaan Reviu Indikator Kinerja Utama MS Lhokseumawe.
2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan  dalam
pelaksanaan Reviu IKU MS Lhokseumawe;
3. Menyuusun dokumen-dokumen yang terkait reviu IKU MS Lhokseumawe yaitu :
a. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
b. Merumuskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanaan IKU MS
Lhokseumawe untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan
IKU;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

L]

__Ditetapkan di Lhokseumawe




Terwujudnya Peradilan yang
pasti, Transparan dan
Akuntabel

INDIKATOR KINERJA UTAMA

a. Persentase perkara
perdata agama yang
diselesaikan tepat
waktu

Jumiah perkara yang diselesaikan tepat waktu
x 100%

Jumlah perkara yang diselesaikan

Catatan:

SEMA Nomor 2 Trahun 2014 tanggal 2014 Tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama
dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan
Peradilan.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan
informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah
perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun
(termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus
tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun
2014 pada Pengadilan Tk paling lambat 5 (lima) bulan.

Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang
diputus dan diminutasi pada tahun berjalan

» Panitera

» Laporan
bulanan
» Laporan
tahunan




b. Persentase perkara Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu » Panitera » Laporan
Jinayat yang x 100% bulanan
diselesaikan tepat Jumlah perkara yang diselesaikan » Laporan
waktu Catatan: tahunan

¢ SEMA Nomor 2 Trahun 2014 tanggal 2014 Tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama
dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan
Peradilan.

¢ Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan
informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP,

« Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah
perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun
(termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus
tahun berjalan) herjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun
2014 pada Pengadilan Tk paling lambat 5 (lima) bulan.
Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang
diputus dan diminutasi pada tahun berjalan

c. Persenstase perkara Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding x100% » Panitera » Laporan
yang tidak mengajukan lumiah Perkara yang diselesalkan bulanan
Upaya Hukum Banding Catatan: > tl:lhpu::r::

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
adalah jumiah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya
hukum banding,

Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.




d. Persentase Perkara Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 0 % PANITERA > Laporan
yang tidak mengajukan Jumlah Perkara yang diselesaikan bulanan
Upaya Kasasi > Laporan

Catatan: Tahunan
¢ Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
kasasi adalah (perkara voluntair yang diputus dan
dinminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan
vang tidak diajukan upaya hukum kasasi.
Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara ytang diputus dan
diminutrasi pada tahun berjalan perkara voluntair.

e. Persentase Perkara jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara denganDiv| » PANITERA » Laporan
anak yang diselesaikan Jumlah Perkara Pidana Anak yang memenuhi syarat Diversi bulanan
dengan Diversi » Laporan

Catatan: Tahunan
Jumlah perkara pidana anak adalah jumlah perkara pidana anak
pada tahun berjalan yang diajukan secara Diversi.

f. Index Persepsf pencari Index Kepuasan Pencari Keadian » TIM » Laporan
keadilan yang puas SKM semesteran,
terhadap layanan Bulanan
peradilan Catatan: dan

Tahunan
» PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik.
Nilal Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM
Index harus > 80.
Peningkatan Efektivitas a. Persentase Salinan Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu 1 o, » Panitera » Laporan
Pengelolaan Penyelesaian putusan perkara Jumiah Putusan bulanan dan
perdata agama yang laporan

disampaikan ke para




Perkara

pihak tepat waktu

Catatan:

e SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan
dan Petikan Putusan.

* Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu
adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai
ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan
menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling
lama 14 (empat belas) hari.

* Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.

tahunan

b. Persentase Salinan Jumlah salinan putusan yang disampalkan tepat waktu x100% Panitera Laporan
putusan perkara Jinayat Jumlah Putusan bulanan dan
yang disampaikan ke para| Catatan: laporan

¢ SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyanipaian Salinan
dan Petikan Putusan,

* Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu
adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai
ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan
menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling
lama 14 (empat belas) hari.

Jumlah putusan adaiah jumlah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan,

c. Persentase perkara Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi ¥ Panitera » Laporan

x100% fahunan

yang diselesaikan
melalui mediasi.

Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi
Catatan:

» PERMA Nomor | Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan,

s Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah
perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan
pencabutan dan berhasil dengan pencabutan dan berhasil
dengan akta perdamaian.

e Jumlah perkara yang mediasi adalah jumlah perkara
perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan.

o Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi
yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya
tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan
dengan akta dan berhasil seluruhnya,




Meningkatnya akses Peradilan
bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan.

a.

Persentase perkara
prodeo yang
diselesaikan

Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan
) x100%
Jumlah Perkara yang diajukan Mediasi

Catatan:

s PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Layana Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu
di Pengadilan.

e Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor | Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi

¥ Panitera

» Laporan
bulanan
dan

Laporan

tahunan




Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah
pembebasan biaya perkara,

e Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara
prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA
maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo
termasuk prodeo murni,

Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan
tidak perlu mencantumkan dalam [KU nya peradilan.

b. Persentase Perkara yang
Diselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan

Jumlah Perkara yg Diselesaikan diluar Gedung
Pengaditan x 100
Jumiah Perkara yg diajukan Diselesaikan
diluar Gedung Pengadilan

Catatan;

= PERMA Nomor 1 Tahun 2014
PedomanPemberianLayanan Hukum Bagi
Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

* Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang
Diselesaikan diluar gedung Pengadilan
{zettingplaatz,sidang keliling maupun gedung-
gedung lainnya).

« Bagi satker yang tidak ada sidang diluar gedung
pengadilan tidak perlu

Mencantumkan dalam IKU nya pengaditan.

Panitera

» Laporan
bulanan
dan

Laporan
tahunan




Persentase Pencari
Keadilan golongan
tertentu yang mendapat
layanan hantuan
hokum (Posbakum).

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan
Layanan Bantuan Hukum
Jumlah permohonan iayanan hukum

Catatan:

s PERMA N Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak
Mampu di Pengadilan.

¢  Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok
orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak

memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang
memerlukan layanan hukum.

s Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan
yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari
keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan
layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum)

o  Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang
tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu
membayar jasa pengacara.

Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu
mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.

Panitera

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan




Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan Pengadilan

Persentase putusan
perkara perdata
vang ditindaklanjuti
{Eksekusi)

Jumlah putusan perkara perdata yang ditindakanjuti
(dieksekusi)
Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan
permohonan eksekusi

x100%

Catatan:

e BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

s  Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan
eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah
inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan
eksekusi.

Panitera

Laporan
bulanan

Laporan
tahunan




SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE
NOMOR: /SEK.MS.W1-A5/ST.RA1.5/1/12024

TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023 PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE

KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

Menimbang a. Bahwa Dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan siklus sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( SAKIP ) maka akan diakhiri
dengan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
(LKjIP)

b. Bahwa agar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
pemerintah (LKjIP) dapat disususun secara cermat, teliti dan akuntabel
memenubhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam
ketentuan maka periu dibentuk Tim penyusun LKjIP ;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu
menunjuk dan mengangkat Tim penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP), yang terdiri dari pembinan, ketua,
sekretaris dan anggota ;

Mengingat 1. Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 — 2024

8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014, tentang Penyusunan Dokumen
Penetapan Kinerja;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 53
Tahun2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata

10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
4107/SEK/OT1.6/12/2023



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH
LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH
LHOKSEUMAWE

KESATU : Menunjuk dan mengangkat aparatur yang nama-namanya
Sebagaimana tercantum lampiran Surat keputusan ini sebagai tim
Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) pada Mahkamah Syariyah Lhokseumawe ;

KEDUA . Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP)  Mahkamah Syariyah Lhokseumawe bertugas
menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP) Pada Mahkamah
Syar'iyah Lhokseumawe setiap tahunnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal
lain akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Yedi Suparman



Lampiran SK Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Nomor : ISEK.MS.W1-A5/ST.RA1.5/1/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023 PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE

NO NAMA JABATAN DINAS JABATAN TIM
% Yedi Suparman, S H.I., M.H. Ketua Penanggung Jawab
2 Amrin Salim, S.Ag., M.A. Wakil Ketua Ketua
3. Fauzi, S.Ag Panitera Koordinator
4. Yarvis Luthfi, S.H. Sekretaris Sekretaris
5. Ikhsan, ST Kasubbag PTIP Anggota
6. Muhammad Igbal, S.H.I. Panmud Hukum Anggota
7. A. Renaldy Firnanda Analis Anggota
Perencanaan
Evaluasi dan
Pelaporan

Lhokseumawe, 2 Januari 2024

Yedi Suparman




SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE
NOMOR: /SEK.MS.W1-A5/ST.RA1.5/1/12024

TENTANG
TIM REVIU LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023 PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE

KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE

Menimbang d. Bahwa Dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan siklus sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( SAKIP ) maka akan diakhiri
dengan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
(LKjIP)

e. Bahwa agar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
pemerintah (LKjIP) dapat disususun secara cermat, teliti dan akuntabel
memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam
ketentuan maka perlu dibentuk Tim penyusun LK]IP ;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu
menunjuk dan mengangkat Tim penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LK]IP), yang terdiri dari pembinan, ketua,
sekretaris dan anggota ;

—_—

Mengingat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 — 2024

8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014, tentang Penyusunan Dokumen
Penetapan Kinerja;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 53
Tahun2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata

10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor
4107/SEK/OT1.6/12/2023



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH
LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN TIM REVIU
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN
2023 PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE

Menunjuk dan mengangkat aparatur yang nama-namanya
sebagaimana tercantum lampiran surat keputusan ini sebagai tim
reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe ;

Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Mahkamah Syariyah Lhokseumawe menyusun dan
mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LK]IP)
Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe setiap tahunnya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal
lain akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 2 Januari 2024




Lampiran SK Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
/SEK.MS.W1-A5/ST.RA1.5/1/2024

Nomor :

Tanggal : 02 Januari 2024

TIM REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023 PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE

NO NAMA JABATAN DINAS JABATAN TIM
1. Amrin Salim, S.Ag., M.A. Wakil Ketua Ketua Tim
2. Hadatul Ulya, S.H.I. Hakim Wakil Ketua Tim
3. Fauzi, S.Ag Panitera Koordinator
Kepaniteraan
4, Yarvis Luthfi, S.H. Sekretaris Koordinator
Kesekretariatan
5. Roslia, S.H Kasubbag Umum Penanggung Jawab
dan Keuangan Umum dan
Keuangan
6. ikhsan, ST Kasubbag PTIP Penanggung Jawab
PTIP
7. Amirul Haq, S.H.I. Kasubbag Penanggung Jawab
Kepegawaian Kepegawaian
8. Muhammad Igbal, S.H.I. Panmud Hukum Penanggung Jawab
Kepaniteraan
T A. Renaldy Firnanda Analis Sekretaris
Perencanaan
Evaluasi dan
Pelaporan

Lhokseumawe, 2 Januari 2024
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MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE




